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	ABSTRACT 
	

	
	
	The preparation of an effective state property needs fulfillment plan at the Directorate General of Treasury is a necessity that must be properly maintained to support the implementation of organizational duties and functions. This study was conducted to evaluate the effectiveness of the application of the Financial and Asset Management Information System (SIMKA) in preparing a plan to fulfill the needs of state property at the Directorate General of Treasury. The method in this study uses descriptive qualitative research, data collection techniques through interviews, literature studies and documentation. Data analysis techniques using interactive analysis techniques. The research uses an effectiveness evaluation model of four program dimensions, namely Target Accuracy, Program Socialization, Program Objectives and Program Monitoring. Target accuracy is supported by monitoring and evaluation of program implementation and the use of technology successfully supports the effectiveness of SIMKA implementation. Furthermore, the socialization, briefing and evaluation of the program have been carried out regularly, both on a small and national scale. Meanwhile, the objectives of SIMKA implementation have been effective, and the implementation of SIMKA that has been running has been in accordance with the objectives set. Finally, the monitoring of SIMKA implementation has been carried out effectively, starting from the division of responsibilities to the overall evaluation of SIMKA implementation. Based on the results of these four dimensions, it can be concluded that the implementation of SIMKA has been effective in planning the needs of state property at the Directorate General of Treasury.
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PENDAHULUAN
Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai salah satu unit eselon I pada Kementerian Keuangan menjalankan tugas dan fungsi Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara untuk memberikan layanan perbendaharaan negara melalui 182 unit Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan 34 unit Kantor Wilayah. Seluruh unit kerja tersebut membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang cukup dan layak dalam menjalankan tugas dan fungsi secara optimal.
[bookmark: _Hlk168225164]Data aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) per 31 Desember 2023 menunjukkan jumlah barang milik negara yang dikelola Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebanyak 226.378 unit dengan jumlah nilai buku sebesar 11,65 triliun rupiah. Dari seluruh barang milik negara tersebut, terdapat 33.999 unit dalam kondisi rusak (15%) dengan rincian 21.878 unit rusak berat (9,66%) dan 12.121 unit rusak ringan (5,35%). Jika seluruh barang milik negara dalam kondisi rusak diganti sebesar nilai buku, dibutuhkan anggaran sebesar 410 miliar rupiah (72 miliar untuk barang milik negara rusak berat dan 338 miliar untuk barang milik negara rusak ringan).
Tabel 1.1 Kondisi Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2023
	Jenis BMN
	Baik
	Rusak Berat
	Rusak Ringan

	
	Jumlah BMN
	% Baik
	Jumlah BMN
	% Rusak Berat
	Jumlah BMN
	% Rusak Ringan

	Alat Angkutan Bermotor
	1,054
	0.47%
	148
	0.07%
	125
	0.06%

	Alat Besar
	461
	0.20%
	89
	0.04%
	52
	0.02%

	Aset Tak Berwujud
	7,739
	3.42%
	28
	0.01%
	1
	0.00%

	Aset Tetap Lainnya
	5,165
	2.28%
	177
	0.08%
	528
	0.23%

	Aset Tetap Renovasi
	12
	0.01%
	
	0.00%
	
	0.00%

	Bangunan Air
	8
	0.00%
	
	0.00%
	1
	0.00%

	Bangunan Dan Gedung
	1,288
	0.57%
	47
	0.02%
	137
	0.06%

	Instalasi Dan Jaringan
	6
	0.00%
	
	0.00%
	
	0.00%

	Jalan Dan Jembatan
	4
	0.00%
	
	0.00%
	
	0.00%

	Mesin Peralatan Khusus TIK
	31,622
	13.97%
	5,235
	2.31%
	1,861
	0.82%

	Mesin Peralatan Non TIK
	141,998
	62.73%
	15,760
	6.96%
	8,629
	3.81%

	Rumah Negara
	1,787
	0.79%
	393
	0.17%
	777
	0.34%

	Tanah
	1,131
	0.50%
	1
	0.00%
	10
	0.00%

	Jumlah
	192,275
	84.94%
	21,878
	9.66%
	12,121
	5.35%


Sumber: Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, 2024
Tabel 1.2 menunjukkan proposi alokasi pagu belanja Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk tahun anggaran 2023 s.d. 2024. Alokasi pagu belanja modal berada pada kisaran 29% dari total pagu belanja setiap tahun. Terdapat keterbatasan alokasi anggaran untuk pengelolaan perolehan baru barang milik negara maupun pemeliharaan secara rutin. Hal ini memperjelas isu keterbatasan anggaran yang dimiliki dalam mendukung pemeliharaan barang milik negara, sehingga dibutuhkan sistem yang membantu dalam menyusun perencanaan barang milik negara secara efektif.
[bookmark: _Hlk164246274]Tabel 1.2 Alokasi Pagu Belanja Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2023 s.d. 2024
	JENIS KEGIATAN
	JENIS BELANJA
	2023
	2024

	[bookmark: _Hlk170300776]Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara Dan Risiko
	Belanja Barang PKNR
	6.52%
	5.50%

	Dukungan Manajemen
	Belanja Pegawai
	7.21%
	6.20%

	
	Belanja Barang Operasional
	29.10%
	27.40%

	
	Belanja Barang 005
	17.68%
	21.84%

	
	Belanja Barang Non Operasional
	11.19%
	9.64%

	
	Belanja Modal
	28.30%
	29.41%

	
	Dukungan Manajemen Total
	93.48%
	94.50%


Sumber: Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, 2024
Alokasi anggaran belanja modal yang kecil tidak hanya terjadi pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, tetapi juga dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang tidak mencapai 10% dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang tidak lebih dari 20%
Tabel 1.3 Proposi Pagu Belanja Modal pada APBD dan APBN
	 
	APBD
	APBN

	TAHUN ANGGARAN
	2022
	2023
	2022
	2023

	BELANJA OPERASIONAL
	64.37%
	72.16%
	26.99%
	28.51%

	- Belanja Pegawai 
	34.32%
	35.50%
	12.91%
	13.98%

	- Belanja Barang
	28.14%
	30.53%
	14.08%
	14.52%

	BELANJA MODAL
	15.82%
	17.58%
	8.30%
	9.77%


Sumber: Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, 2024
Terdapat tantangan karena Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengelola barang milik negara yang membutuhkan jumlah anggaran yang besar sementara alokasi belanja modal pada setiap tahun anggaran terbatas. Dibutuhkan suatu sistem yang mampu memberikan informasi dan rekomendasi bagi pimpinan dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam perencanaan kebutuhan barang milik negara. Penerapan SIMKA pada tahun 2022 menjadi program quickwin untuk menjawab tantangan tersebuts.
Penerapan SIMKA diawali dengan sosialisasi kepada operator dan stakeholder terkait yang dilakukan secara luring (offline). Dalam kesempatan tersebut, seluruh operator SIMKA diberikan tugas untuk melakukan perekaman profil satuan kerja dan informasi atas seluruh barang milik negara berdasarkan data dari SIMAN yang sudah divalidasi. Setelah perekaman selesai dilaksanakan, kemudian dilanjutkan dengan validasi oleh validator satuan kerja sampai dengan validasi oleh Kantor Pusat.
Namun demikian kualitas data barang milik negara yang direkam oleh operator SIMKA masih beragam karena perbedaan tingkat awareness dan pemahaman operator, meskipun panduan penggunaan SIMKA dalam perekaman dan pencatatan barang milik negara bagi operator sudah disediakan. Belum terintegrasinya data barang milik negara SIMKA dan SIMAN serta tingkat validitas data SIMKA yang belum dapat diandalkan sepenuhnya berpotensi menjadi missleading ketika digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan oleh pimpinan.
Meskipun SIMKA sudah diterapkan pada tahun 2022, pemanfaatan analisa data dalam perencanaan kebutuhan barang milik negara masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi sepenuhnya antara aspek organisasi, keuangan, aset, sumber daya manusia dan kepatuhan pengawasan pengendalian. Diperlukan suatu upaya tambahan untuk menggabungkan dan mengolah masing-masing data antar bagian sebelum digunakan dalam perencanaan kebutuhan barang milik negara. Hal ini menyebabkan penerapan SIMKA menjadi kurang efektif dalam perencanaan kebutuhan barang milik negara pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Dengan diterapkannya SIMKA pada tahun 2022, terdapat dua aplikasi pengelolaan barang milik negara yang harus digunakan oleh satuan kerja di lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Sumber data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan kebutuhan barang milik negara menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan berlaku secara nasional oleh seluruh organisasi pemerintah. Sementara itu, dalam penyusunan roadmap strategi manajerial perencanaan kebutuhan barang milik negara dan pengalokasian anggaran menggunakan hasil rekomendasi SIMKA. 
Kondisi tersebut menimbulkan isu efektivitas dalam perencanaan kebutuhan barang milik negara karena operator memiliki beban kerja tambahan dengan risiko perbedaan data dan informasi yang direkam dalam SIMAN dan SIMKA. Ketidakefektifan tersebut muncul karena tidak terdapat interkoneksi secara real time antara SIMAN dan SAKTI, sehingga proses perekaman detail informasi di luar transaksi yang dihasilkan SAKTI masih dilakukan secara manual oleh operator. Ketersediaan informasi barang milik negara yang lengkap dan valid merupakan salah satu syarat penting agar penyusunan strategi dan pengambilan keputusan oleh pimpinan dapat berjalan efektif.
Pasca penerapan SIMKA, perencanaan kebutuhan barang milik negara masih dilakukan secara manual berdasarkan rekomendasi dari SIMKA. Meskipun telah terdapat data dan informasi barang milik negara yang dapat dilihat secara real time, sering kali penyusunan rencana pemenuhan kebutuhan barang milik negara masih harus diawali dengan konfirmasi dan validasi data. Tingkat awareness operator SIMKA berpengaruh langsung terhadap kualitas dan efektivitas perencanaan kebutuhan barang milik negara. Salah satu strategi dalam penerapan SIMKA adalah melalui integrasi informasi barang milik negara. Hal ini dilakukan dengan saling berbagi informasi dan koordinasi antar instansi terkait. Hal tersebut bertujuan agar perencanaan kebutuhan barang milik negara dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Untuk menyederhanakan proses perencanaan kebutuhan barang milik negara, diperlukan rencana yang jelas dan koheren serta terintegrasi dengan seluruh aspek perencanaan kebutuhan barang milik negara.
Pemanfaatan teknologi secara tepat melalui penerapan SIMKA diharapkan dapat membantu perencanaan kebutuhan barang milik negara yang lebih baik melalui penggunaan teknologi dan internet, analisa big data dan otomasi sistem untuk memonitor dan merencanakan kebutuhan barang milik negara secara efektif. Sebagaimana Industri 4.0 yang menggabungkan berbagai keunggulan teknologi untuk mendorong produktivitas, teknologi yang sama dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas penerapan SIMKA. Keberadaan Internet of Things (IoT) dapat digunakan untuk mengelola data dan informasi barang milik negara secara real time.
Penerapan SIMKA yang belum efektif menyebabkan permasalahan dalam perencanaan kebutuhan barang milik negara. Rencana peremajaan dan penggantian barang milik negara belum berjalan berkesinambungan, operator dan pimpinan masih sulit membedakan kebutuhan dan keinginan dalam usulan kebutuhan barang milik negara. Operator juga memiliki keragu-raguan dalam pelaksanaan penghapusan barang milik negara karena khawatir penyediaan anggaran pemenuhan kebutuhan pengganti di masa depan. Munculnya pola inkonsistensi perencanaan karena tidak disusun dengan baik sebagai akibat belum optimalnya kualitas data SIMKA.
Budiani (2007) menyatakan bahwa efektivitas program merupakan suatu cara untuk mengukur sejauh mana suatu program dapat berjalan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian terhadap tingkat kesesuaian program merupakan salah satu cara untuk mengukur efektivitas program. Efektivitas program dapat diketahui dengan membandingkan tujuan program dengan output program (Ditjen Binlantas Depnaker, 1983 dalam Satries, 2011). Sementara itu pendapat peserta program dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan efektivitas program. Hal tersebut dinyatakan oleh Kerkpatrick yang dikutip oleh Cascio (1995) dalam Satries (2011) bahwa evaluasi terhadap efektivitas program dapat dilakukan melalui reaksi peserta terhadap program yang diikuti.
Efektivitas penerapan suatu program dapat meningkatkan kualitas pelayanan pada suatu organisasi publik. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Diah et al. (2022) yang menyatakan bahwa efektivitas program aplikasi yang diterapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Mojokerto berhasil meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat dengan baik. Namun demikian, ditemukan bahwa sosialisasi program yang tidak efektif karena masih belum dilakukan secara merata dan menggunakan sarana yang mampu menjangkau target sasaran dari program yang diterapkan. Temuan tersebut juga disampaikan dalam penelitian oleh Deden et al. (2022) yang menyatakan bahwa sosialisasi program yang tidak efektif menyebabkan kurangnya partisipasi dari pihak yang menjadi tujuan awal diterapkannya program pemerintah.


METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data, bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkontruksi fenomena (Sugiyono, 2020: 9- 10).  Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya. Creswell (2018:14) menyatakan bahwa penelitian deskriptif digunakan untuk menceritakan kisah dan ingin melaporkan cerita, mengikuti kronologi acara. Penelitian deskriptif adalah sastra dari penelitian kualitatif dengan ikatan yang kuat dengan sastra, dan ini memberikan pendekatan kualitatif yang dapat menulis dalam bentuk persuasif dan sastra.
Dalam penelitian kualitatif, teknik sampling disebut dengan Penentuan Informan. Informan adalah orang yang dipandang memiliki pengetahuan atau informasi mengenai suatu hal atau peristiwa tertentu. Kriteria informan yang dipilih sebagai informan kunci dalam penelitian ini adalah mereka yang terlibat dalam Tim Inovasi dan Dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kesekretariatan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang bertanggung jawab menyusun dan mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Keuangan dan Aset (SIMKA) sebagai quickwin Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada tahun 2022. Informan juga dipilih dari operator SIMKA yang memiliki kompetensi dan pengetahuan yang cukup baik pada kantor vertikal maupun kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Informan lain yang dipilih yaitu operator SIMKA pada tingkat Unit Eselon 1 yang melakukan validasi data barang milik negara berdasarkan hasil input satuan kerja, menyusun roadmap strategi perencanaan kebutuhan barang milik negara maupun konsolidator Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Tingkat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Informan kunci yang dipilih oleh penulis terdiri dari satu pejabat Eselon Tiga, satu pejabat Eselon Empat, dua pejabat Fungsional Penata Laksana Barang dan tiga orang pelaksana. Dari tujuh informan kunci yang ditetapkan, terdapat dua informan yang merupakan pejabat penerima rekomendasi SIMKA dan berwenang mengambil keputusan perencanaan kebutuhan barang milik negara, dua informan yang merupakan anggota tim pengembangan dan penerapan SIMKA, dan tiga informan yang memiliki pengalaman sebagai operator SIMKA pada Kantor Pusat dan Kantor Vertikal. Seluruh informan kunci memiliki pengetahuan dan kompetensi terkait efektivitas penerapan SIMKA sehingga layak menjadi sumber informasi baik data primer maupun data skunder dalam penelitian ini.
Sugiyono (2017:63) menyatakan terdapat 4 macam teknik pengumpulan data, yakni Wawancara (interview), Observasi, Dokumentasi dan Studi Kepustakaan (literature review). Teknik pengumpulan data dalam penelitian menurut cara memperolehnya adalah data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, data akan dikumpulkan melalui teknik wawancara yang dilakukan kepada seluruh informan kunci yang telah ditetapkan yaitu tujuh orang informan kunci yang terdiri dari dua informan yang merupakan pejabat penerima rekomendasi SIMKA dan berwenang mengambil keputusan perencanaan kebutuhan barang milik negara, dua informan yang merupakan anggota tim pengembangan dan penerapan SIMKA, dan tiga informan yang memiliki pengalaman sebagai operator SIMKA pada Kantor Pusat dan Kantor Vertikal.
Sugiyono (2020132) menyatakan analis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang lebih penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipelajari oleh penulis dan orang lain. Teknik analisis memiliki sejumlah pendekatan dan prosedur yang berbeda namun semua bertujuan untuk memahami, mengorganisir, dan menggali makna dari data kualitatif yang dikumpulkan dalam penelitian. Pemilihan teknik analisis tergantung pada tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, dan sifat data yang dikumpulkan.
Peneliti menggunakan model yang dikembangkan oleh Miles dan Humberman (Rachman, 2009:120 dalam Siswanto) yakni reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Penulis akan mereduksi data (data reduction) dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Selanjutnya peneliti menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sehingga dapat memberikan gambaran terbaik atas objek penelitian dan mempermudah peneliti untuk mencarinya dalam hal diperlukan untuk kebutuhan lain. Setelah itu data akan disajikan dan dilakuka verifikasi agar hasil penelitian yang diperoleh dapat diyakini kebenarannya.
Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini, penulis hanya menggunakan uji kredibilitas berupa triangulasi yaitu dengan teknik triangulasi sumber. Uji triangulasi dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara kepada informan kunci, melakukan observasi nonpartisipatoris serta membandingkan dengan hasil penelitian.
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
a. Efektivitas penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan dan Aset (SIMKA) dalam perencanaan kebutuhan barang milik negara sesuai dengan konsep Budiani (2007), ditemukan hasil sebagai berikut:
	Dimensi
	Indikator
	Hasil Penelitian

	Ketepatan Sasaran
	Sasaran Program

	Penerapan SIMKA dalam perencanaan kebutuhan BMN DJPb sudah tepat sasaran yaitu meningkatkan awareness terhadap perencanaan kebutuhan barang milik negara

	
	Monitoring Pelaksanaan Program
	Proses monitoring atas penerapan SIMKA sudah terlaksana kecuali oleh validator data satuan kerja, menyebabkan data yang diinput oleh operator tidak dapat diandalkan

	
	Evaluasi Terhadap Sasaran
	Evaluasi dilakukan dalam proses pengumpulan data, penentuan strategi dan skala prioritas serta penyusunan rencana pemenuhan kebutuhan BMN DJPb

	
	Pemanfaatan Teknologi
	Pemanfaatan teknologi sudah optimal, dapat diakses dimana saja dengan menggunakan akun Kementerian Keuangan, untuk input datanya dilakukan sesuai dengan petunjuk dan standar yang ada

	Sosialisasi Program
	Pelaksanaan Sosialisasi
	Sosialiasi penerapan SIMKA sudah secara offline maupun online, namun frekuensi perlu ditingkatkan untuk memastikan transfer of knowledge atas proses bisnis dalam penerapan SIMKA saat terjadi pergantian operator SIMKA

	
	Pengarahan dan evaluasi program
	Pengarahan atas penerapan SIMKA telah dilakukan maupun insidentil sesuai kebutuhan, melalui saluran komunikasi dan korespondensi berupa Naskah Dinas maupun evaluasi terbatas

	Tujuan Program
	Tujuan Penerapan SIMKA
	Penerapan SIMKA bertujuan untuk mengintegrasikan data antara kebutuhan BMN dan kebutuhan anggaran, sehingga dalam proses penyusunan rencana pemenuhan kebutuhan BMN menjadi lebih efektif. Hal ini juga memudahkan pimpinan untuk menentukan kebijakan strategis dan skala prioritas pemenuhan secara efektif

	
	Kesesuaian penerapan dengan tujuan
	Penerapan SIMKA sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan pada saat grand launching SIMKA sebagai quickwin DJPb pada tahun 2022

	Pemantauan Program
	Tanggung jawab tim Taskforce
	Tim taskforce bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerapkan SIMKA agar berjalan dengan efektif. Selain itu, tim ini juga bertanggung jawab untuk memastikan keandalan data yang diinput dalam SIMKA untuk menyusun rencana strategis dan roadmap perencanaan kebutuhan barang milik negara

	
	Evaluasi penerapan SIMKA
	Evaluasi dilakukan setelah melakukan monitoring atas penerapan SIMKA sehingga terdapat beberapa hal yang perlu dievaluasi yaitu pengisian data oleh satuan kerja yang belum lengkap, validitas data yang belum optimal karena kurangnya validasi oleh validator, kurangnya kesadaran operator dan validator satuan kerja bahwa data yang diisi di SIMKA akan menjadi dasar dalam penyusunan rencana pemenuhan kebutuhan BMN termasuk alokasi anggarannya.

	
	Manfaat penerapan SIMKA
	Penerapan SIMKA berfungsi sebagai alat bagi pimpinan dalam menyusun rencana strategis dan skala prioritas perencanaan kebutuhan barang milik negara


b. Hambatan bagi efektivitas penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan dan Aset (SIMKA) dalam perencanaan kebutuhan barang milik negara
1) Perencanaan kebutuhan BMN dan anggaran mengacu pada data SIMAN, sementara perencanaan strategi dan fungsi manajerial pemenuhan kebutuhan BMN menggunakan data SIMKA, sehingga terdapat beban kerja tambahan bagi operator pengelolaan BMN
2) Terdapat jeda update data SAKTI dan SIMAN (1 hari) sementara jeda update SAKTI dan SIMKA (1 Minggu) karena belum optimalnya interkoneksi SIMKA
3) Operator SIMKA belum memiliki tingkat awareness dan mindset yang sama dalam perekaman data sehingga kelengkapan dan validitas data SIMKA belum optimal
4) Masih terdapat stakeholder yang kurang paham seluruh modul, fungsi dan output SIMKA, sehingga masih terdapat asumsi bahwa pemenuhan BMN berdasarkan permohonan insidentil
5) Meskipun sosialisasi penerapan SIMKA sudah dilakukan kepada stakeholder terkait, dampak pola mutasi pegawai DJPb secara berkala menyebabkan terdapat gap antara operator pengelolaan BMN yang lama dan baru
6) Terdapat miskomunikasi terkait jumlah BMN yang diperlukan oleh stakeholder jika dibandingkan dengan analisa SIMKA
7) Terdapat kondisi dimana sejumlah operator SIMKA merangkap sebagai operator dan validator data, sehingga tidak terdapat cross check validitas data
8) Pemberian sosialisasi dan evaluasi penerapan SIMKA belum optimal karena frekuensi pelaksanaan sosialisasi SIMKA yang rendah dan belum dilakukan secara berkala
c. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan bagi efektivitas penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan dan Aset (SIMKA) dalam perencanaan kebutuhan barang milik negara
1) [bookmark: _Hlk170540626]Menyusun standar operasi dan prosedur (SOP) dalam optimalisasi BMN
2) Menyusun strategi kebijakan penerapan SIMKA untuk menghadapi reformasi organisasi
3) Penguatan komitmen dan integrasi antar unit dalam mendukung penerapan SIMKA
4) Mendorong perubahan budaya organisasi dan tingkat awareness operator dan stakeholder SIMKA untuk meningkatkan akurasi perencanaan kebutuhan barang milik negara
5) Mendukung pengelolaan sarana dan prasarana konvensional menjadi simplifikasi dan modern, melalui standardisasi dan simplifikasi proses perencanaan
6) Otomasi pemetaan kebutuhan dan potensi BMN agar pemenuhan dan peremajaan sarana dan prasarana terbentuk secara merata dan terjadwal
7) Mendorong penyelenggaraan sosialisasi dan rapat koordinasi dukungan manajemen secara rutin baik oleh Kantor Pusat maupun oleh Kantor Wilayah masing masing
8) Meningkatkan kualitas interkoneksi updating data SIMKA agar memiliki kecepatan update yang sama dari data SAKTI seperti yang terjadi pada SIMAN
9) Melakukan mapping dan formulasi terhadap variabel kualitatif dalam roadmap SIMKA
10) Menambahkan media saluran komunikasi antara tim penanggungjawab SIMKA dengan operator SIMKA dan stakeholder terkait selain melalui saluran grup Whatsapp
KESIMPULAN
a. Penerapan SIMKA dalam perencanaan kebutuhan barang milik negara secara keseluruhan dapat disimpulkan cukup efektif dalam perencanaan kebutuhan barang milik negara pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan
b. Ketepatan Sasaran dalam penerapan SIMKA sudah efektif karena berhasil menentukan sasaran yang tepat, didukung monitoring dan evaluasi serta pemanfaatan teknologi dalam penerapan SIMKA
c. Sosialisasi Program dalam penerapan SIMKA sudah cukup efektif karena sudah dilakukan sosialisasi dan evaluasi pada saat penerapan awal, namun demikian masih terdapat celah informasi pada saat terjadi pergantian operator SIMKA akibat mutasi pegawai yang terjadi secara berkala
d. Tujuan Program dalam penerapan SIMKA efektif karena penerapan SIMKA sudah berjalan mencapai tujuan yaitu meningkatkan awareness pengelolaan barang milik negara dan sebagai sumber rekomendasi dalam perencanaan barang milik negara
e. Pemantauan Program dalam penerapan SIMKA sudah efektif karena dilakukan dengan melibatkan pembagian tanggung jawab, melaksanakan evaluasi secara berkala dan evaluasi manfaat SIMKA secara keseluruhan telah dilaksanakan secara efektif
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